
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN 
KOTA LANGS A, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GA/O LUES, 

KABUPATEN PIDIE JAYA, KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas 
pelayanan dibidang pertanahan maka perlu dibentuk 
Kan tor Pertanahan dibeberapa daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Langsa di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 83);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten 
Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);

5. Undang-Undang...
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4803);

6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4935);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 155);

10. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang 
Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional;

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 
Pertanahan;

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia;

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran 
Tanah Tertentu;

14.Peraturan ...
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14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah;

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pertanahan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor B/1424/M.PANRB/4/2014 
Tanggal 7 April 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KOTA 
LANGSA, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN 
GAYO LUES, KABUPATEN PIDIE JAYA, KOTA TANGERANG 
SELATAN

Pasal 1

Membentuk Kantor Pertanahan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Tangerang Selatan.

Pasal 2

Wilayah Kerja masing-masing Kantor Pertanahan adalah sesuai dengan 
wilayah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang 
Pembentukan Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pertanahan tersebut dalam Pasal 1 adalah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 
29 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut dalam Pasal 1 adalah 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5 ...
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Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka dalam lingkungan Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdapat 448 (empat ratus empat 
puluh delapan) Kan tor Pertanahan.

Dengan diberlakukannjra Peraturan ini maka semua Peraturan yang 
bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini berlaku 
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Pasal 7

HENDARMAN SUPANDJI

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7 77

BIDANG PJDIH -  PUSAT HUKUM DAN HUMAS



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN ■ PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R]
NOMOR :4 Tahun 2014 
TANGGAL : 16 Mei 2014
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